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STRUKTUR KELEMBAGAAN WAKAF INDONESIA 
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Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Khusus mengenai
Pembinaan, Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia (Pasal 63 UU
No. 41 Tahun 2004).

Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi dan
bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PMA No. 42 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama).

Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas untuk mengembangkan perwakafan
di Indonesia, dan secara teknis dijabarkan terhadap tugas dan wewenangnya
dalam Pasal 49, ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

TUGAS & FUNGSI KEMENTERIAN AGAMA

TUGAS & FUNGSI BADAN WAKAF INDONESIA
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Tugas dan fungsi utama BWI sesuai amanat UU 41 Tahun 2004 sebagai Lembaga Negara Non 
Struktural adalah membantu peran Pemerintah dalam sektor wakaf untuk mengelola dan 

mengembangkan aset wakaf sehingga dapat memajukan perwakafan nasional

→Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, (2) Menteri-menteri itu diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden, (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam 
pemerintahan.

→Dalam Hal ini Menteri/Kementerian Agama membidangi wakaf sebagai bagian Keuangan 
Sosial Islam 

Tugas Menteri/Kementerian Agama sesuai amanah UUD 1945 pasal 17

REGULATOR
BIDANG 
WAKAF

MEMBANTU 
PEMERINTAH

PENGEMBANGAN 
WAKAF NASIONAL

TUGAS & FUNGSI BADAN WAKAF INDONESIA

WAKAF

BWI MENDUKUNG DIMANA KEMENTERIAN AGAMA TIDAK MEMILIKI TUGAS & FUNGSI SPESIFIK PENGEMBANGAN WAKAF NASIONAL
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ASPEK KELEMBAGAAN WAKAF & NAZHIR

RIBUAN NAZHIR TANAH 25 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA 
WAKAF UANG (LKS PWU) 

66% Nazhir perseorangan,
16% Nazir organisasi
18% Nazhir berbadan hukum.

FORUM NAZHIR285 NAZHIR WAKAF UANG

1 BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)
160 NAZHIR BENTUK KOPERASI SYARIAH & BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)
79  NAZHIR BENTUK YAYASAN SOSIAL 
28  NAZHIR LEMBAGA YANG MEMILIKI INDUK PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)
7 NAZHIR LEMBAGA BERBASIS ORGANISASI MASYARAKAT & KOMUNITAS
10 NAZHIR BENTUK LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH, PERGURUAN TINGGI DAN 
KAMPUS
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SEJARAH Regulasi Wakaf di Indonesia

UU No. 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan 

Dasar Pokok Agraria 

1960

PP No. 28 Tahun 1977 
tentang Perwakafan

Tanah Milik

1977

PMA No. 1 Tahun 1978 

tentang Peraturan 

Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 

1977 tentang Perwakafan

Tanah Milik

1978

Fatwa MUI tentang 
Wakaf Uang

2002

Penyusunan 

Rancangan UU Wakaf

2003

UU No. 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf

2004

PP No. 42 Tahun 

2006 tentang 

Pelaksanaan UU No. 

41 Tahun 2004 

tentang Wakaf

2006
PMA No. 4 Tahun 2009 tentang 

Administrasi Pendaftaran Wakaf 

Uang

2009

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 

Dj.II/420 Tahun 2009 tentang 

Model, Bentuk, dan Spesifikasi 

Formulir Wakaf Uang

PP No. 25 Tahun 

2018 tentang 

Perizinan Ruislag

Tanah Wakaf 

2018
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Kerangka Regulasi Wakaf di Indonesia

1.Perbuatan hukum wakaf dan jenis harta benda wakaf

2.Definisi dan persyaratan wakif dan nazhir serta tugas nazhir.

3.Pendaftaran harta benda wakaf.

4.Pendaftaran nazhir.

5.Perubahan status dan tukar menukar harta benda wakaf
karena kondisi tertentu.

6.Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

7.Tugas dan wewenang kelembagaan yang terkait dengan
wakaf

8.Penyelesaian sengketa perwakafan (mediasi, arbitrase dan
pengadilan)
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Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 

Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 

2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf

Regulasi Wakaf di Indonesia
UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 

Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 

Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak 

Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

PERATURAN MENTERI AGAMA
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Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 

tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri

Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan 

Benda Bergerak Selain Uang

dan Lampirannya.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, 

Bentuk dan

Spesifikasi Formulir Wakaf Uang dan Lampirannya.

KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM
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SEJARAH REGULASI WAKAF UANG DI INDONESIA

PMA No. 4 Tahun 

2009 tentang 

Administrasi 

Pendaftaran Wakaf 

Uang

2009

Keputusan Dirjen Bimas Islam 

No. Dj.II/420 Tahun 2009 

tentang Model, Bentuk, dan 

Spesifikasi Formulir Wakaf 

Uang

2009

PP No. 25 Tahun 2018 

tentang Perizinan Ruislag

Tanah Wakaf 

2018

FIKIH WAKAF UANG
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Komisi Fatwa  Majlis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang/tunai. Komisi 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan Fatwa tentang Wakaf Uang pada tanggal 
11 Mei 2002. 

Fatwa Wakaf Uang
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Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

REGULASI WAKAF UANG
UU WAKAF No. 41 Tahun 2004 

Wakaf Uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang, serta diterbitkan dan 

disampaikan oleh lembaga keuangan syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) kepada 

Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. 

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan 
diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam
rupiah.

lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada
Menteri sebagai LKSPWU.

LKS- PWU menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;menerima secara tunai wakaf uang 
dari Wakif atas nama Nazhir; menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan 
(wadi’ah)atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif



KEMENTERIAN & LEMBAGA TERKAIT REGULASI WAKAF

- Bank Indonesia telah menerbitkan buku panduan wakaf, riset wakaf dan sejarah wakaf di Indonesia dan pada 
tahun 2017 telah menyusun prinsip-prinsip pengelolaan wakaf skala Internasional (WAQF CORE PRINCIPLE) yang 
menjadi batasan mitigasi risiko dalam pengelolaan wakaf

- KNEKS sebagai Koordinator dan Konektor antar stakeholder Kementerian Lembaga terkait wakaf dan di pimpin 
oleh Presiden sebagai Ketua KNEKS

Kementerian             
Keuangan 
berperan aktif 

Khususnya dalam riset 
dan optimaliasi wakaf 
uang serta menginisiasi 
sukuk wakaf atau cash
waqf link sukuk (CWLS)

Kementerian 
Agraria dan Tata 
Ruang/BPN RI  turut 

berperan aktif Khususnya 
dalam percepatan sertifikasi 
tanah wakaf di Indonesia 
melalui program sinergi 
dengan Kemenag

Otoritas Jasa Keuangan 
OJK turut berperan aktif 
dalam pemberian 

rekomendasi untuk analisa 
performa guna syarat legalitas 
LKSPWU dari Bank Syariah & 
BPRS. Selain itu melakukan 
penelitian mengenai mekanisme  
dan mitigasi risiko wakaf uang
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Sumber: BKF Kemenkeu 

PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF NEGARA-NEGARA ISLAM
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PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF NEGARA-NEGARA ISLAM

Sumber: BKF Kemenkeu 
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LANDASAN KUA SEBAGAI PPAIW 

Sejak perwakafan tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik berdasarkan Peraturan 
Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pembuatan AIW oleh 
Kepala KUA.

Sehingga KUA adalah institusi terbawah di lingkungan Kementerian 
Agama yang menjadi basis data informasi keagamaan terdepan, 
sehingga tepat untuk mengeluarkan Akte Ikrar Wakaf  
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Posisi PPAIW, Nazhir, dan harta benda wakaf, berikut ini peta pikirannya: 
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PPAIW DALAM UNDANG-UNDANG WAKAF 
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TANTANGAN PENGUATAN TATA KELOLA WAKAF

TATA KELOLA WAKAF UANG 

PENINGKATAN WAKAF PRODUKTIF

KOMPETENSI NAZHIR

TATA KELOLA WAKAF TANAH 
& SENSUS TANAH WAKAF 

REVISI UU WAKAF 

APA YANG DILAKUKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGGUATAN 

TATA KELOLA WAKAF 2021 

PENINGKATAN LITERASI WAKAF 
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PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN SELAKU KETUA HARIAN KNEKS MEMBERI ARAHAN 
PELUNCURAN GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (25 Januari 2021)

Holding Statement: 

Gerakan Nasional Wakaf Uang adalah

kolaborasi bersama membangun penguatan literasi, 

partisipasi, pengelolaan dan kebermanfaatan wakaf uang 

untuk pengurangan ketimpangan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat.
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PADA TAHUN 2020 BULAN 
DESEMBER MENGADAKAN 

GERAKAN WAKAF UANG ASN

4,570,453,313
TERKUMPUL 4.5 MILIAR

NAZIR
BWI

MAUQUF
ALAIHI

PERUNTUKAN : 
1. PENDIDIKAN (BEASISWA)
2. PEMBERDAYAAN  TANAH WAKAF 
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MEMBUAT RANCANGAN 
REVISI UU WAKAF No. 41 TAHUN 2004 

Tim Penyusun RUU Wakaf terdiri dari 12 Kementerian dan Lembaga 

Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, 
Kementerian ATR/BPN, Kemenkumham, Kementerian Dalam Negeri, Badan Wakaf Indonesia, Komite Nasional 

Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
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FAKTA DATA TANAH WAKAF KEMENTERIAN AGAMA
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• Sistem Informasi Wakaf atau disingkat SIWAK, merupakan aplikasi berbasis web yang
dibangun tahun 2014 oleh Kementerian Agama untuk memfasilitasi kebutuhan data tanah
wakaf secara digital

• Wakif, Nazhir, dan saksi-saksi melakukan peristiwa wakaf tanah di hadapan PPAIW (Kepala
KUA) sampai diterbitkan dokumen AIW/APAIW oleh PPAIW

• Pengisian data di aplikasi SIWAK dilakukan oleh operator yang berada di KUA setelah
peristiwa wakaf terjadi berdasarkan dokumen AIW/APAIW

• Nazhir mendaftarkan tanah wakaf ke ATR/BPN setempat untuk mendapatkan Sertifikat
Tanah Wakaf berdasarkan dokumen AIW/APAIW

• Setelah Sertifikat Tanah Wakaf terbit, Nazhir melaporkan kembali kepada PPAIW untuk
didata kembali oleh operator SIWAK untuk merubah status tanah wakaf menjadi
bersertifikat.

• Data tanah wakaf pada aplikasi SIWAK memuat informasi lokasi tanah wakaf, nama wakif,
nama nazhir, peruntukan tanah wakaf, luas tanah, Nomor Sertifikat, Tanggal Sertifikat,
Nomor AIW dan Tanggal AIW

FAKTA DATA TANAH WAKAF KEMENTERIAN AGAMA
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1. Persamaan definisi tentang tanah wakaf bersertifikat

2. Persamaan definisi jenis-jenis dokumen
kepemilikan/kuasa tanah yang dapat diajukan sertifikat
tanah wakaf

3. Sinkronisasi sistem pendataan tanah wakaf antara
Kemenag dan ATR/BPN

4. Pembuatan portal aplikasi bersama antara Kemenag
dengan ATR/BPN

SINERGI DATA TANAH WAKAF KEMENAG & ATR-BPN
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KEMENTERIAN AGAMA, 
Dirjen Bimbingan Masyarakat 
Islam, Direktorat 
Pemberdayaan Zakat dan 
Wakaf turut mensosialisaikan 
literasi zakat dan wakaf 
melalui akun sosial media 
@literasizakatwakaf pada 
instagram, facebook, twitter 
seputar informasi dan 
edukasi zakat dan wakaf 
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